
 
 

 
 
 
 
 
 

WALIKOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU 

NOMOR     7    TAHUN  2020 

TENTANG 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJARBARU, 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi 
Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, ketentuan lebih 
lanjut mengenai rincian Dana Alokasi Umum Tambahan 
Bantuan Pendanaan Kelurahan diatur dengan Peraturan 
Walikota; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 
58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri... 

SALINAN 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 
tentang Perubahan  Keempat atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  655); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi 
Tambahan Umum Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  46); 

9. Peraturan Daerah Walikota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran  Daerah 
Walikota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15); 

10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Walikota 
Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41) Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 
Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan 
Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 (Berita Daerah 
Walikota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 5); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI 
UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah... 
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1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru. 

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kota Banjarbaru yang dipimpin oleh 
Camat 

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat 
kecamatan. 

6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah 
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

7. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya 
disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan 
pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten kota yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
kelurahan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
Daerah. 

BAB II 

UMUM 

Pasal 2 

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi 
dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban 
penganggaran bagi Kelurahan. 

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah 
kabupaten kota kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan 
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 
 

BAB III 

KATEGORI DAN ALOKASI 

Pasal 3 

(1) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sesuai dengan 
kategori Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan  
Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran 
Dana Alokasi Tambahan Umum Tahun Anggaran 2020. 

(2) Kota Banjarbaru... 
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(2) Kota Banjarbaru digolongkan dalam kategori daerah perlu ditingkatkan 
dengan jumlah kelurahan sebanyak 20 (dua puluh) kelurahan. 

(3) Pemerintah Daerah mengalokasikan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan sebesar Rp 7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh 
juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 
Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020. 

(4) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada 
seluruh kelurahan secara merata. 

(5) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per kelurahan 
sebesar Rp.366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah). 

 

BAB IV 

PENGANGGARAN 

Pasal 4 

Pemerintah Daerah telah menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan pada APBD Tahun Anggaran 2020. 

 

BAB V 

PENYALURAN 

Pasal 5 

(1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan 
secara bertahap, dengan ketentuan: 

a. tahap I paling cepat bulan Februari 2020 dan  paling    lambat  bulan  
Juni 2020; dan 

b. tahap II paling cepat bulan Maret 2020 dan paling lambat bulan 
September 2020. 

(2)  Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima 
puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
yang dianggarkan dalam APBD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI... 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.  
 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal  8 Mei 2020 
 
WALIKOTA BANJARBARU, 
         
            ttd 
    
      NADJMI ADHANI 

 
Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal  8 Mei  2020 
 
    SEKRETARIS DAERAH 
     KOTA BANJARBARU 
                
 ttd 
                  
        SAID ABDULLAH 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR  7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran :...  
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Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru  
                  Nomor    :  7   Tahun 2020 
                  Tanggal  :  8 Mei   2020 

 
 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 

No. Nama SKPD DAU Tambahan 
(Rp) 

APBD  
(Rp) Jumlah 

1 2 3 4 5 
1. Kel. Loktabat Selatan 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

2. Kel. Guntung Paikat 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

3. Kel. Kemuning 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

4. Kel. Sungai Besar 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

5. Kel. Komet 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

6. Kel. Loktabat Utara 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

7. Kel. Mentaos 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

8. Kel. Sungai Ulin 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

9. Kel. Bangkal 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

10. Kel. Cempaka 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

11. Kel. Palam 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

12. Kel. Sungai Tiung 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

13. Kel. Guntung Manggis 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

14. Kel. Guntung Payung 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

15. Kel. Landasan Ulin 
Timur 

366.000.000  250.000.000 616.000.000  

16. Kel. Syamsudin Noor 366.000.000  250.000.000 616.000.000  

17. Kel. Landasan Ulin 
Barat 

366.000.000  250.000.000 616.000.000  

18. Kel. Landasan Ulin 
Selatan 

366.000.000  250.000.000 616.000.000  

19. Kel. Landasan Ulin 
Tengah 

366.000.000  250.000.000 616.000.000  

20. Kel. Landasan Ulin 
Utara 

366.000.000  250.000.000 616.000.000  

 TOTAL 7.320.000.000 5.000.000.000 12.320.000.000  

  
 

WALIKOTA BANJARBARU, 
 

           ttd 
 
      NADJMI ADHANI 


